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Abstract: Maqasid can be viewed in two ways: first,
returned to goal shari 'and the latter returned to goal
mukallaf, because the scholars would agree their intent and
purpose behind any of the provisions of shari’ah. The
purpose of shari’ah are for the good of the servant in the
world and the hereafter simultaneously. Furthermore, in
general maqasid shari’ah can be determined through four
media, namely the assertion of the Koran, Hadith
affirmation, istigra '(research or study inductive), and al-
ma'qul (logic), Rule of law-shara 'taken by the ulema
proposal based on research of laws shara'. As for the
general purposes for shari of the creation of new law is to
realize human welfare by ensuring the needs daruriyyah
(primary) it, meet the needs hajiyah (secondary), as well as
the need tahsiniyyah (complementary)

Abstrak: Maqasid dapat ditinjau dalam dua hal: pertama,
dikembalikan kepada tujuan shari’ dan yang kedua
dikembalikan kepada tujuan mukallaf, karena para Ulama
bersepakat akan adanya maksud dan tujuan di balik setiap
ketentuan shari’ah. Tujuan shari’ah hanyalah untuk
kebaikan hamba di dunia dan akhirat secara bersamaan.
Selanjutnya, secara umum magqasid shar’ah dapat
ditentukan melalui empat media, yaitu penegasan al-
Qur'an, penegasan Hadis, istiqgra’ (riset atau kajian
induktif), dan al-ma’qul (logika). Kaidah pembentukan
hukum shara’ ini oleh ulama usul diambil berdasarkan
penelitian terhadap hukum-hukum shara’. Adapun yang
menjadi tujuan umum bagi shari’ dari pembetukan hukum
adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan
menjamin kebutuhan daruriyyah (primer)nya, memenuhi
kebutuhan hajiyah (sekunder), serta kebutuhan tahsiniyyah

(pelengkap)nya.

Kata kunci: maqasid shari’ah, al-Shatiby, hukum Islam
A. Pendahuluan
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Magasid dapat ditinjau dalam dua hal: pertama,
dikembalikan kepada tujuan shari’ dan yang kedua
dikembalikan kepada tujuan mukallafl Adapun yang
pertama, arah tujuan shar’iy pada dasarnya adalah untuk
penentuan shari’ah, Penentuan shari’ah bertujuan untuk
memahamkan, arah tujuan shari’ dalam penentuan
shari’ah sebagai tuntutan yang sesuai dengan porsinya,
arah tujuan shari’ memasukkan mukallaf di bawah
ketetapan shari’ah.

Penentuan tujuan shari’ah, hanyalah untuk
kebaikan hamba di dunia dan akhirat secara bersamaan.
Terdapat perselisihan tentang alasan diletakkannya
shari’ah dalam ilmu kalam, al-Razi beranggapan bahwa
hukum Allah tidak memiliki illat sama sekali. Begitu pula
segala bentuk tindakan-Nya. Adapun mu’tazilah sepakat,
bahwa hukum Allah beralasan untuk menjaga
kemaslahatan hamba, ulama ahli figih era modern juga
memilih pendapat yang ini. Selanjutnya dalam ilmu usul
figih diharuskan penetapan alasan hukum bagi hukum
shari’ah, hal itu ditetapkan, karena ‘illah bermakna tanda
yang diketahui bagi hukum yang tertentu.

Ulama magasid sepakat akan adanya maksud dan
tujuan di balik setiap ketentuan shari’ah.? Betapapun

1 Pada kenyataannya Mukallafin ialah orang yang dewasa dan
berakal yang secara pemahaman tuntutannya tidak terhalang,
sebelum adanya mukallaf atau sesuadah adanya mukallaf, sebelum
diutusnya Nabi, sedangkan pemenuhan (pelaksanaan) tuntutan ini
ialah setelah adanya mukallaf dan setelah diutusnya Nabi, karena
tidak ada hukum sebelum diutusnya Nabi, dimana pada waktu itu
belum ada kepastian hukum yang berimplikasi pada pahala atau
siksa. Lihat Abu Yahya Zakariya al-Ansary, Ghdyah al-Wusiil,
(Surabaya: al-Hidayah, tt.), h. 6-7.

z Shari’ah berdiri tegak dengan klaim tujuan yang universal,
yaitu: kebahagiaan individu dan golongan, penjagaan terhadap
aturan-aturan, menghiasi dunia dengan segala hal yang bisa
menyampaikan pada  tujuan  shariah  sehingga terwujud
kesempurnaan, kebaikan dan peradaban. Dari sini, tampaklah bahwa
tujuan dakwah Islam ialah rahmah bagi manusia. Lihat Wahbah al-
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mereka berbeda dalam menguraikan makna maqasid
shari’ah, semuanya menuju satu muara, yakni terciptanya
kemaslahatan dan hilangnya kemafsadatan. Lantas,
bagaimana cara magqasid shari’ah itu diketahui, atau
dengan bahasa yang lain, bagaimana cara menetapkan
magqasid shari’ah dari suatu ketetapan shari’ah?

Terkait pertanyaan tersebut, secara umum ulama
magqasid menyatakan bahwa maqasid shari’ah dapat
ditentukan melalui empat media, yaitu penegasan al-
Qur'an, penegasan Hadis, istiqgra’ (riset atau kajian
induktif), dan al-ma’qul (logika). Tidak ada yang
memungkiri bahwa al-Qur’an3 dan al-Hadis* seringkali

Zuhaily, Nazariyyah al- Darirah al-Shar’iyyah, (Beirut: Muasasah al-
Risalah, tt.), h. 49.

3 Al-Qur’an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad SAW yang diturunkan secara berangsur-angsur sejak dari
malam tanggal 17 Ramadhan tahun 41 kelahiran beliau dan beliau
diberi wahyu ketika bersemedi di gua hira. Lihat Muhammad al-
Hudhari Bik, Tarikh al-Tashri’ al-Islamy (Surabaya: al-Hidayah, tt.), h.
6.

4 Hadi$ adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. dari
ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat. Lihat Mahmud al-Thuhhan,
Taisir Mustalat al-Hadith (Surabaya: al-Hidayah, tt.), h. 15. Sunnah
adalah ucapan Nabi, perbuatan dan termasuk juga ketetapan Nabi
Saw. Lihat: Abu Yahya Zakariya al-Ansary, Ghayah al-Wustil, h. 91.
Hadis menurut bahasa, berarti sesuatu yang baru. Kata hadis juga
berarti al-khabar (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan
dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, baik sedikit maupun
banyak, jamaknya adalah ahadith seperti lafadz aqati’ dari asal kata
qati’. Sedangkan para ulama usul memberikan definisi: segala
perkataan Nabi saw yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan
hukum shara’. Lihat Muhammad Ajjaj al-Khatib, Usul al-Hadith
Ulimuhu wa Mustalahuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), h. 26-27.” Hadis
(sunnah) bagi umat Islam menempati urutan kedua sesudah al-
Qur’an?, karena di samping sebagai sumber ajaran Islam yang secara
langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasullah Saw, juga
karena fungsinya sebagai penjelas (bayan) bagi ungkapan-ungkapan
al-Qur’an yang mujmal, mutlag, amm dan sebagainya. Kebutuhan
umat Islam terhadap hadi$ (sunnah) sebagai sumber ajran agama
terpusat pada subtansi dokrinal yang tersusun secara verbal dalam
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menyebutkankannya suatu ketentuan hukum. Tetapi, di
bagian yang lain, seringkali pula alasan atau tujuan hukum
dibiarkan menjadi implisit atau bahkan tidak dinyatakan
sama sekali. Karena sudah menjadi ijma’ ulama bahwa
setiap ketentuan hukum itu pasti memiliki tujuan untuk
kemaslahatan. Oleh karena itu, 7llah dan tujuan itu harus
ditemukan dengan pengamatan dan penelitian secara
seksama sehingga bisa dipahami dan dijadikan suatu
rujukan penetapan hukum.

B. Biografi dan Pemikran al-Shatiby
1. Biografi al-Imam al-Shatiby

Al-Shatiby, (wafat 8 Sya’ban 790 H/1388 M, tidak
diketahui masa kelahirannya),> yang bernama lengkap
Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmy al-Ghamaty
Abu Ishak, yang lebih dikenal dengan sebutan al-Shatiby
yang dijuluki dengan al-Imam al-‘Allamah (orang yang
sangat mendalam ilmu pengetahuannya), al-Muhaqqiq
(orang yang memiliki kemampuan untuk meneliti sesuatu
guna menemukan kesalahan dan kemudian memberi
solusi), al-Qudwah (orang yang pantas dianut dan diikuti),
al-Hafiz (orang yang telah menghafal dan menjaga ribuan
hadits) dan  al-Mujtahid (orang yang mampu
mendayagunakan kemampuan untuk menghasilkan
hukum).6

Dalam mengembang intelektualitasnya, al-Shatiby
mendalami berbagai ilmu, baik ‘ulum al-wasa’il (metode)

komposisi teks (redaksi) matan hadis. Target akhir pengkajian ilmu
hadi$ sesungguhnya terarah pada matan hadis, sedang yang lain
(sanad, lambang perekat riwayat, kitab yang mengoleksi)
berkedudukan sebagai perangkat bagi proses pengutipan,
pemeliharaan teks dan kritiknya.

5 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik
hingga Kontemporer, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 207.

6 Al-Shatiby, al-I'tisam, terj. Shalahuddin Sabki dkk (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2006), h. xvii
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maupun ‘ulum magqasid (esensi dan hakikat).” Sedangkan
di antara guru-gurunya adalah:
1. Abu Fakhar al-Biriy, seorang ulama paling ternama di
bidang Bahasa Arab dan Qira’at saat itu.

2. Abu Ja'far al-Shaquri, seorang ulama di bidang nahwu.
3. Abu Sa’id ibn Lub, seorang mufti di Granada.

Abu ‘Abdillah  al-Balnisity, seorang mufassir
ternama.8

Pemikiran al-Shaatiby dapat dilihat dari berbagai
karya ilmiyahnya yang dapat diklasifikasikan pada dua
jenis:
1. Karya-karya yang tidak diterbitkan, antara lain: (a)
Sharh al-Jalil ‘ala Al-Khulasah fi An-Nahw, (b) Khiyar al-
Majalis (sharh Kkitab jual beli dari Sahih al-Bukhary), (c)
Sharh Rajz Ibn Malik fi an-Nahw, (d) ‘Unwan Al-Ittifaq fi
‘Ilm al-Ishtiqaq, dan (e) Usul an-Nahw.
2. Karya-kaya yang diterbitkan, antara lain: (a) al-
Muwafaqgat fi Usul al-Shari’ah, (b) al-I'tisam , dan (c) al-
Ifadat wa al-Irshadat.’

2. Pemikiran al-Imam al-Shatiby
Menurut Al-Shtby, terdapat tiga metode yang
digunakan dalam memahami al-maqasid al-shari’ah,
antara lain:
a. Mempertimbangkan makna zahir al-lafz
Makna zahir adalah makna yang dipahami dari apa
yang tersurat dalam lafz nass keagamaan yang

7 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,
(Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 278.

8 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 367.

9 Muhammad Khalid Masud, Filsafat Hukum Islam: Studi tentang
Hidup dan Pemikiran al-Syathibi, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996),
h. 111.
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menjadi landasan utama dalam mengetahui al-
magqasid al-shari’ah.10

Kecenderungan penggunaaan metode ini bermula
dari suatu asumsi bahwa al-maqasid al-shari’ah
merupakan suatu yang abstrak dan tidak dapat
diketahui kecuali melalui petunjuk Allah SWT. dalam
bentuk zahir al-lafz yang jelas. Petunjuk Allah SWT.
tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya
bertentangan dengan kehendak bahasa.l

Dengan kata lain, pengertian hakiki suatu nass
tidak boleh dipalingkan (ditakwilkan) kepada makna
majazy, kecuali bila ada petunjuk yang jelas dari
pembuat shari’ah, bahwa yang dimaksudkan adalah
makna tersirat.1?

Metode ini dipelopori oleh Dawud al-Zahiry,
seorang pendiri madzhab al-ZaDhahiriyah. Aliran ini
menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan hukum
harus didasarkan atas maknanya yang hakiki, makna
dhahir teks-teks keagamaan. Menurut aliran ini,
pemalingan makna dhahir teks-teks shari’ah kepada
makna majazy merupakan suatu penyimpangan yang
harus diluruskan.13
Mempertimbangkan makna batin dan penalaran

Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu
teks ajaran Islam. Makna batin menjadi dasar
pertimbangan dalam mengetahui al-maqasid al-
shari’ah adalah berpijak dari suatu asumsi, bahwa al-
magqasid al-shari’ah bukan dalam bentuk zahir dan

10 Syamsul Bahri, dkk, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta:

TERAS, 2008), h. 107.

11 Abu Ishaq al-Shatiby, al-Muwafaqat fi Ustl al-Shari’ah (Beirut:

Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), h. 297.

12 Satria Effendi M. Zein, “Metodologi Hukum Islam”, dalam

Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum
Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.123.

13 Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem

Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 123.
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bukan pula yang dipahami dari pengertian yang
ditunjukkan oleh zahir lafaz nass shari’ah Islam.1*
Al-Shatiby menyebut kelompok yang berpegang
dengan metode ini sebagai kelompok al-Batiniyyah,
yaitu kelompok ulama yang bermaksud
menghancurkan Islam.

c. Menggabungkan makna zahir, makna batin dan
penalaran

Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan
atau kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui al-
maqasid al-shari’ah dengan menggabungkan dua
metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti zahr,
kandungan makna.

Al-Shatby sebagai salah seorang ulama yang
mengembangkan metode konvergensi ini memandang,
bahwa pertimbangan makna zahir, makna batin dan
makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat
simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut
upaya dalam memahami magqasid al-shari’ah, yakni
analisa terhadap lafaz perintah dan larangan,
penelaahan fllah perintah dan larangan, analisa
terhadap sikap diam Shari’ dan penetapan hukum
sesuatu dan analisa terhadap tujuan asliyyah dan
tabi’ah dari semua hukum yang telah ditetapkan
Shari’ 15

C. Klasifikasi Maqasid

Tuntutan shari’ah dikembalikan kepada
pemeliharaan maqasid shari’ah pada makhluk. Maqasid ini
tidak melewati tiga pembagian, pertama adalah
daruriyyah, kedua adalah hdjiyah, ketiga adalah
tahsiniyyah. Secara umum Imam Abu Ishaq al-Shatiby

14 Syamsul Bahri, dkk,, Metodologi Hukum Islam, h. 110.
15 Abu Ishaq al-Shatiby, al-Muwafaqat fi Ustl al-Shari’ah, h. 298
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dalam kitabnya al-Muwafaqat membagi maslahah dari sisi
prioritas pemenuhannya menjadi tiga macam:

Adapun daruriyah adalah adalah maslahah yang
berkorelasi erat dengan terjaganya kemashlahatan agama
dan dunia, sehingga stabilitas kemashlahatan agama dan
itu sangat tergantung pada terealisasinya maslahah
daruriyah itu. Sekiranya hal ini tidak direalisasikan, maka
kemaslahatan dunia tidak akan berjalanan secara terus-
menerus, hal ini mengakibatkan kerusakan dan hilangnya
kehidupan, tidak hanya itu, juga hilangnya keberhasilan
dan kenikmatan, pada saat bersamaan manusia berada
dalam kerugian yang jelas.1¢

Kemashlahatan dalam taraf ini mencakup lima
prinsip dasar universal dari pensyari'atan, yaitu
memeliharanya  tegaknya  agama (hifz  al-din),
perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan terhadap
akal (hifz al-‘aql), pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl)
dan perlindungan atas harta kekayaan (hifz al-mal).1”

Pada dasarnya segala bentuk ibadah kembali
kepada  hifz al-din, seperti adanya keimanan,
mengucapkan dua kalimat shahadat, salat, zakat, puasa,
haji, dan lain sebagainya. Pada ranah ‘adah dikembalikan
ke hifz al-nafs, seperti memperoleh makanan, minuman,
pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya.

Menurut Zuhaily, dengan mengutip pendapat dari
al-al-Shatiby, al-Amidy, al-Ghazaly, dan al-Shaukany,
bahwa shari’ah Islam berdiri tegak sebagaimana shari’ah
samawiyyah yang lain yang memelihara lima hal yang
dikenal dengan kulliyyah al-hhams atau al-daruriyyah al-
khams dan itu adalah: agama, jiwa, keturunan, akal, dan
harta. Pemeliharaan ini termasuk dalam tiga tingkatan

16 Abu Ishaq al-Shatiby, al-Muwafagqat fi Usil al-Shari’ah, h. 221.

17 Ahmad al-Raisuni, Nazariyyah al-Maqasid ‘ind al-Imam al-
Shatiby (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah 1li al-Kitab al-Islamy,
1992), h. 152.
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yang dianggap penting, tingkatan ini menurut ulama kita
dikenal dengan daruriyyah, hajiyah, dan tahsiniyyah.'8

Sebagaimana al-Shatiby, al-Zuhaily juga
menuturkan, bahwa daruriyah adalah maslahah yang
selaras dengan kehidupan manusia, baik dari segi agama
maupun dunia, sekiranya maslahah ini hilang, kehidupan
di dunia menjadi kacau, kenikmatan menjadi hilang, dan
menimbulkan siksa di akhirat. Maslahah daruriyyah ini
ditetapkan di dalam Islam pada dua hal: pertama,
menetapkan maslahah serta mewujudkannya, dan kedua
adalah memelihara ketetapannya.

Menyatakan agama dengan cara menjalankan lima
rukun Islam yang terkenal. Adapun pemeliharaannya
dengan mujahadah/beripikir kritis pada orang yang ingin
merusak agama, hal ini dilakukan untuk mencegah fitnah
dalam agama, pemeliharaannya lagi adalah dengan cara
menghukum orang murtad, atau orang yang secara terang-
terangan menguraikan kemurtadannya, atau orang yang
menyembunyikan permusuhan pada agama, seperti zindigq.
Hal itu, dikarenakan agama adalah hal batin yang suci
yang terlabuh di dalam jiwa, dan sebagai tanda atas
keluhuran manusia.

Sesungguhnya bersemangat (kesungguhan hati)
atas taqwa Allah termasuk kategori perbuatan yang paling
penting untuk menghormati aturan yang berlaku di
masyarakat. Sesungguhnya agama menguatkan penjagaan
hati dan perasaan hati atas tindakan manusia. Adapun
nafsu menyatakan dan mengadakan pernikahan??, hal ini
dilaksanakan manusia.

Pemeliharaan ketetapan maslahah ini dengan
mewajibkan hukuman bagi pembunuh, ini dinamakan
dengan gisas atau hukuman mati, karena hak hidup adalah
hak yang suci, melanggar hal hidup berarti

18 Wahbah al-Zuhaily, Nazariyah al- Dartirah al-Shar’iyyah, h. 52.
19 Lihat Abd al-Wahhab Khallaf, ‘IIm Usul al-Figh, (Kairo: Dar al-
Qalam, 1990), h. 201
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menyirnakan/menghilangkan hak kemanusiaan, hal ini
berarti memunculkan darah dan perselisihan.

Akal diberikan kepada manusia, supaya ia
menjaganya dengan menjalankan segala hal yang
dibolehkan, di mana manusia bisa memelihara
keselamatan akal. Diharamkan merusak akal atau
melemahkannya dengan cara minum khamr dan
mengkonsumsi segala hal yang membahayakan.2? Karena
akal merupakan sumber kebaikan dan sumber
kemanfaatan bagi umat manusia.

Selanjutnya, nasl dishari’atkan untuk
menggunakannya secara baik, seperti halalnya istimta’

20 Rasulullah menegaskan bahwa ajaran Islam menegasikan
segala macam bentuk destruktif. Dan penegasian ini adalah suatu
manfaat. Rasulullah bersabda:

s ¥ s e g ade ) Lo (oI e anl e o 9 o B

ab dpm G S5 Vsope 6555 L0 Y 5
Dan dalam hadis ‘Amr ibn Yahya dari ayahnya dari Nabi saw.
merupakan hadis mursal, “Tidak ada perbuatan destruktif dalam
agama, terhadap diri sendiri dan orang lain” dan diriwayatkan secara
maushul dengan menyebutkan Abi Sa’id didalamnya. Lihat Al-Baihaqji,
al-Sunan al- Saghir li al-Baihaqi, Al-Maktabah al-Shamilah (CD-Rom:
Al-Maktabah Al-Syamilah, Digital, tt.), jilid IV, h. 459. Dalam kitab al-
ashbah wa al-nazdir dan kitab Idah al-Qawadid al-Fighiyah, karya
‘Abdullah ibn Sa’id Muhammad juga terdapat kaidah yang merupakan
penalaran atau bentuk derivasi dari hadis tersebut, yaitu:

Doyl 2
Suatu bencana atau kemadlaratan itu dihilangkan. lihat Abdullah
bin Sa’id Muhammad ‘Ubbady al-Lahji, Idah al-Qawaid al-Fighiyah
(Surabaya: al-Hidayah, tt.), h. 42. Lihat Al-Suyuty, al-Ashbah wa al-
nazair, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001), Juz I, h. 165.
Shari’ah berdiri tegak dengan klaim tujuan yang universal, yaitu:
kebahagiaan individu dan golongan, penjagaan terhadap aturan-
aturan, menghiasi dunia dengan segala hal yang bisa menyampaikan
pada tujuan shariah sehingga terwujud kesempurnaan, kebaikan dan
peradaban. Dari sini, tampaklah bahwa tujuan dakwah Islam ialah
rahmah bagi manusia. Lihat: Wahbah al-Zuhaily, Nazariyah al-
Dartrah al-Shar’iyyah, h. 49.
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dengan istri. Pemeliharaan pada nasl berarti menetapkan
hukuman zina sebanyak seratus jilid bagi selain zina
muhsan, menetapkan hukuman qgadhaf sebanyak delapan
puluh jilid, karena keselamatan nasl dan menjaga
kemuliaan menjadikan masyarakat kuat, bersih, harmonis,
tidak ada penyimpangan, dendam, dan permusuhan di
tempat tinggalnya.

Adapun harta, dishari’atkan untuk mewujudkannya
dengan usaha dalam mencari rizki dan bermu’amalah di
antara manusia, untuk pemeliharaannya dengan
ditetapkan hukuman pencurian dengan cara potong
tangan dengan ketentuan yang berlaku, diharamkan
mencuri, mengambil milik orang lain tanpa izin, dan riba.
Ketika menghilangkan/merusak barang orang lain, maka
wajib bertanggungjawab. Karena harta merupakan dasar
kehidupan dan sumber kekuatan setiap individu.

Hajiyah adalah mashlahah yang menjadi kebutuhan
manusia untuk hanya menghindarkan kesempitan dan
kesulitan. Jika hal-hal ini tidak terwujud, maka manusia
akan mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai
mengakibatkan kebinasaan. Dalam terminologi al-Shatibi,
mashlahah hajiyah ini bisa masuk pada ranah ibadah,
‘adah, mu’amalah dan jindyah.?

Dalam bidang ibadah Allah menshari’atkan adanya
rukhsah (dispensasi) dalam ibadah-ibadah tertentu jika
manusia mengalami sakit atau dalam keadaan safar
(perjalalan). Contoh nyatanya ketika seseorang sedang
melaksanakan ibadah puasa dibulan Ramadlan, maka
ketika dalam keadaan sakit dia boleh menghentikan
puasanya dan berbuka.?2

Dalam bidang ‘a@dah, shari’ah Islam membolehkan
memburu binatang dan mengkonsumsi yang baik dan
yang halal, begitu juga diperbolehkan menggunakan

21 Abu Ishaq al-Shatiby, al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah, h. 221.
2z Jbid., lihat juga: Abd al-Wahhab Khallaf, ‘IlIm Usil al-Figh, h.
202.
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pakaian, rumah dan kendaraan yang sah dimata hukum
Islam.23

Tahsiniyyah adalah mashlahah yang menjadikan
kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku
dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari
keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun
yang perlu digaris bawahi disini, dengan tidak
terealisasinya maslahah tahsiniyyah ini tidak sampai
mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan
tidak menyebabkan jatuh pada jurang kesempitan dan
kesulitan.24Sama halnya dengan maslahah hdajiyah,
tahsiniyyah juga masuk dalam ibadah, ‘adah, mu’amalah
dan jinayah.

Dalam hal ibadah, seperti menghilangkan najis, tata
cara taharah secara keseluruhan, kewajiban menutup
aurat, anjuran berpakaian dan berpenampilan rapi,
mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah
sunnah seperti shodagah dan yang lainnya. Dalam hal
‘adah, disunahkan melaksnakan adab dan tata cara makan
dan minum, menjahui makanan-makanan najis, menjahui
minum-minuman yang menjijikkan, terlalu berlebihan
dalam makan atau sebaliknya dan yang lainnya.?>

Dalam hal mu’amalah, seperti larangan jual beli
benda-benda najis, sedanglan dalam hal jinayah seperti
larangan membunuh perempuan, anak-anak dan orang tua
dalam peperangan.2¢

Disamping pembagian di atas, maslahah dilihat dari
segi kelayakannya atau mendapatkan legalitas dari shara’
atau tidak, terdapat tiga macam, yaitu maslahah

23 [bid.

24 [bid., 223.
25 [bid., h. 203.
26 [pid.
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mu’tabarah, maslahah mulgha dan maslahah mursalah.
Untuk penjelasnnya sebagai berikut?7:

1.

Maslahah mu’tabarah

Yakni bahwa shari’ (pemegang otoritas syari’at,
Allah dan Rasul-Nya) mengakui dan mengukuhkan
kelayakannya sebagai illat penetapan hukum. Hal ini
diketahui dari ketentuan-ketentuan hukum shari’ah
dalam permaslahan kasuistik yang mengacu pada al-
munasib tersebut. Sebagaiman bahwa semua hukum
shari’at diberlakukan untuk memelihara tujuan-tujuan
dasar shari’at (al-maqashid al-syari’ah al-kulliyah)
yang mencakup lima agenda besar, yakni memelihara
tegaknya agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz
al-nafs), perlindungan terhadap akal (hifz al-‘aql),
perlindungan = keturunan  (hifz  al-nasl) dan
perlindungan atas harta kekayaan (hifz al-mal).?8
Sedangkan Zaidan membagi pemeliharaan tersebut
dalam lima hal, namun agak berbeda. Yakni,
pemeliharaan agama, jiwa, akal, kehormatan (‘ird),
dan harta.?®

Penshari’atan jihad dan penumpasan kaum murtad
bertujuan untuk memelihara tegak dan lestarinya
agama. Qisas disyari’atkan untuk melindungi hak
hidup dan terjaminnya keamanan. Pengharaman
khamr (minuman keras) dan sanksi atas pelakunya
bertujuan untuk memelihara akal sehat manusia.
Keharaman zina serta sanksi atas pelakunya
diberlakukan dengan tujuan memelihara garis
keturunan. Keharaman mencuri, sanksi atas
pelakunya serta pemberlakuan ganti rugi atas hak
milik dikukuhkan guna menjamin hak kepemilikan
atas harta kekayaan. Begitu pula konsep rukhsah

27 Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usul al-Figh, (Beirut:

Muasasah al-Risalah, 1998), h. 236.

28 Wahbah al-Zuhaily, Nazariyah al- Dartrah al-Shar’iyyah, h. 52.
29 Abd al-Karim Zaidan, al-Waqjiz fi Usil al-Figh, h. 236.
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(dispensasi) dengan  diperkenankannya  tidak
berpuasa Ramadlan bagi musafir dan penderita sakit,
diperbolehkannya qasar dan jama’ dalam salat bagi
musafir, semua ini dishari’atkan untuk mengurangi
atau menghindari kesulitan.

Faktor-faktor di atas tidak diragukan lagi status
kelayakannya sebagai variabel penetap hukum (‘illah),
karena survei membuktikan bahwa hukum-hukum
shara’ bertujuan untuk mengakomodasi maslahah dan
mengeliminasi mafsadah (kerusakan).

Maslahah Mulghah

Yakni bahwa shara’ menyikapinya dengan menolak
keberadannya sebagai variabel penetap hukum
(‘illah). Hal ini diketahui dari ketentuan-ketentuan
hukum yang menunjukkan variabel-variabel ini tidak
diperhitungkan keberadaannya. Misalnya bentuk
sanksi kaffarah dari tindakan pembatalan puasa
Ramadlan karena melakukan hubungan badan dengan
lawan jenis, yang pernah dijatuhkan eleh salah
seorang ulama’ kepada  sejumlah pejabat yang
melakukan pelanggaran tersebut. Kaffarah dari
tindakan pembatalan ini adalah memerdekakan budak
atau hamba sahaya atau berpuasa dua bulan berturut-
turut atau memberikan makanan kepada enam puluh
orang miskin. Salah satu dari tiga kewajiban ini harus
dipenuhi secara berurutan sesuai taraf
kemampuannya. Bagi orang kaya, bisa jadi sanksi yang
lebih membuatnya jera dan ini adalah suatu maslahah.
Namun shara’ tidak mengakomodasikan
kemashlahatan tersebut dan tetap mewajibkannya
memerdekakan budak. Karena ketentuan semacam ini
telah digariskan oleh al-Sunnah atau karena konsep
kaffarah adalah konsep dogmatik yang fungsinya
adalah sekedar menguji kadar kepatuhan seorang
hamba atau bahkan syara’ menghendakinya hanya
karena semata-mata karena kemashlahatan yang
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berupa tindakan penjera (al-zajr) tanpa
mempertimbangkan kemashlahatan lainnya. Maslahah
mulgha ini, tidak diragukan lagi bahwa ia tidak dapat
dijadikan ‘illah hukum karena bertentangan dengan
garis ketentuan shara’.

3. Maslahah mursalah

Yakni bahwa shara’ tidak secara tegas
menyikapinya dengan penolakan atau pengakuan atas
keberadaanya. Menurut ulama usul, hal ini dinamakan
dengan maslahah, karena ada unsur kemanfaatan dan
menghindari bahaya. Sedangkan mursalah adalah
tidak ada keterangan dari shari’ atas pengakuan
maupun penolakan.

Adapun dalam hal pemberian nama maslahah
mursalah, ulama’ berbeda-beda dalam memberikan
istilah, dimana menurut kalangan Malikiyah
menyebutnya dengan maslahah mursalah, al-Ghazaly
menamakannya istislah, para pakar ushul figh
mengistilahkannya dengan al-munasib al-mursal al-
mulaim, sebagian ulama’ menyandangkannya sebutan
al-istidlal al-mursal, sementara Imam al-Haramain3°
dan Ibn al-Sam’any memutlakkannya dengan istidlal
saja.

Pada dasarnya al-Ghazaly adalah murid dari al-
Juwaini (sorang teoritikus madhab shafi’i) yang
bergelar Imam al-Haramain. Al-Ghazaly datang
kemudian dengan teorinya istislah. Apa yang
dikemukakannya merupakan kelanjutan dari gagasan
gurunya itu. Al-Ghazaly pun merajut sebagian besar
dari gagasan al-Juwaini ke dalam sebuah teori yang
komprehensip, teratur dan sistematik. Al-Ghazaly juga
merubah dan meyempurnakan peristilahan yang
dipakai oleh al-Juwaini (dari istidlal ke istislah).

30 Lihat Imam al-Haramain al-Juwainy, al-Burhan fi Usil al-Figh,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 161.
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Sebuah teori yang kelihatan biasa saja dalam karya al-
Juwaini tiba-tiba menjadi hidup di tangan al-
Ghazaly.3!

D. Perbedaan Darurah dan Maslahah

Darurah adalah sampainya tingkatan kebutuhan
pada tingkatan yang paling tinggi dan kondisi yang sangat
sulit, sehingga manusia berada dalam kondisi bahaya yang
mengancam dirinya atau hartanya atau semisalnya.32

Sedangkan maslahah adalah lebih umum
pengertiannya. Adapun pengertian asalnya adalah
menarik kemanfaatan dan menolak bahaya. Menurut
istilah shar’iyin adalah pemeliharaan atas tujuan shara’,
dengan cara menolak kerusakan dari makhluk,
sebagaimana perkataan al-Khawarizmy: maslahah adalah
kemanfaatan yang merupakan tujuan shari’ yang maha
bijak kepada hamba-Nya dari pemeliharaan agama hamba,
jiwanya, keturunannya, akalnya, dan hartanya. Al-Razi
mengatakan, bahwa maslahah terkandung tingkatan
daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyyah, adapun darurah
merupakan bagian maslahah, pada tingkatan yang
pertama.

E. Penenerapan Maqasid dalam Penyalahgunaan
Narkoba

Zat yang  digolongkan  sejenis minuman
memabukkan adalah  narkoba. Narkoba adalah
kepanjangan dari narkotika, psikotrpika, dan obat yang
berbahaya. Zat ini digolongkan sejenis minuman khamar,
termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status
hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Hal ini,
dikemukakan oleh al-Ahmady Abu al-Nur. Selain itu, ia

31 Abdul Mun’im Saleh, Madhhab Syafi'i Kajian Konsep al-
Mashlahah (Yogyakarta: Ittaqa Pres, 1993), h.75-77.

32 Wahbah al-Zuhaily, Nazariyah al- Dartirah al-Shar’iyyah, h. 55-
57.

Al-Qanin, Vol. 18, No. 1, Juni 2015



80 Maqas}id Shari'ah al-Shatiby

juga mengungkapkan bahwa narkoba melemahkan,
membius, dan merusak akal33 serta anggota tubuh
manusia.34

Pengertian pskotropika dalam UU No. 5 Tahun
1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis
bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui
pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan
perilaku. Adapun psikotropika adalah salah satu obat yang
sering disalahgunakan penggunanya, tanpa pengawasan
dan petunjuk medis yang mempunyai keahlian tentang itu.
Obat psikotropika adalah terbuat dari sejenis tumbuhan
atau bahan kimia yang dapat mempengaruhi fungsi akal,
yaitu lumpuh dan hilang ingatan, seperti orang mabuk dan
menggelepar.3>

Selanjutnya, mengenai obat-obat yang berbahaya
atau obat terlarang dikonsumsi oleh generasi muda saat
ini mempunyai berbagai macam jenis, apabila

33 Magashid al-Shari’ah ialah tujuan diberlakukannya sebuah
hukum, dimana dalam hal ini mencakup lima prinsip dasar universal
dari penetapan sebuah hukum, yaitu memeliharanya tegaknya agama
(hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan terhadap
akal (hifz al-‘aql), pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl) dan
perlindungan atas harta kekayaan (hifz al-mal). Lihat: Ahmad al-
Raisuni, Nazariyyah al-Maqasid ‘ind al-Imam al-Shatiby, h. 152. Al-
Magqasid al-Shari’ah mencakup lima hal:, perlindungan hak hidup
(hifz al-nafs), perlindungan hak beragama (hifz al-din), pemeliharaan
hak berkeluarga (hifz al-nasl) dan perlindungan atas harta kekayaan
(hifz al-mal) dan perlindungan terhadap hak profesi (hifz al-‘irdl).
Lihat Syaiful Arif, Humanisme Gus Dur, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,
2013), h. 284. Lihat juga Al-Ghazaly, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usiil,
(Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 2010), h. 275. dengan
penjelasan tersebut pemeliharaan akal serta tubuh manusia sejatinya
diperintah dalam agama. Oleh karena itu, manusia dilarang
merusaknya.

34 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
2009), h. 79.

35 [bid.
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dikelompokkan mencakup tiga jenis obat-obat terlarang,
yaitu (1) jenis pertama: narkoba natural (alami) yang
berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti ganja, opium,
koka, alkot, dan lain-lain, (2) jenis kedua: narkoba semi
sintesis, yaitu yang dimodifikasi dari bahan-bahan alami
yang diproses secara kimiawi supaya memberikan
pengaruh lebih kuat, seperti morfin, kokain, dan
sebagainya, (3) jenis ketiga, yaitu narkoba sintesis, yaitu
pil-pil yang terbuat dari bahan kimia murni. Pengaruh dan
efek yang ditimbulkannnya sama dengan narkotika
natural atau semo sintesis. Hal ini biasa dikemas dalam
bentuk kapsul, pil, cairan injeksi, minuman, serbuk, dan
berbagai bentuk lainnya.3¢

Zat dan obat-obatan di atas, penting untuk
diketahui oleh masyarakat pada umumnya, terutama
orang tua, agar dapat mengetahui perubahan yang terjadi
pada anak-anak atau orang di sekitarnya, yaitu mereka
yang sudah terperosok ke dalam jurang penyalahgunaan
narkoba, agar mengendalikan atau mencegah sedini
mungkin.37

Dalam  budaya masyarakat yang  bersifat
konsumeristis dan serba instan, masyarakat cenderung
mudah memakai obat atau bahan yang dapat mengubah
suasana hati mereka. Narkoba menjadikan suasana hati
berubah.ada banyak alasan yang diajukan mengapa orang
memakai narkoba, semua alasan itu dapat dikelompokkan
sebagai berikut38:
1. Mencari pengalaman yang menyenangkan

Mereka mencari sensasi. Mereka ingin merasa

nyaman dan gembira. Mereka ingin sesuatu yang baru,
yang menggairahkan dan menyerempet bahaya.

36 [pid., 80.

37 Ibid., 81.

38 Gories Mere, dkk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Berbasis Sekolah Melalui Program Anti Drugh Campaign Goes To
School, (Jakarta: Badan Nakotika Nasional, 2013), h. 18.

Al-Qanin, Vol. 18, No. 1, Juni 2015



82 Maqas}id Shari'ah al-Shatiby

Mereka juga didorong oleh rasa ingin tahu. Yang tidak
kalah kuatnya adalah, dorongan untuk menghilangkan
perasaan jenuh dan bosan.
2. Mengatasi stress
Narkoba member perasaan santai sehingga dapat
melupakan masalah yang dihadapi. Mereka memakai
narkoba agar merasa rileks atau tenang dari situasi
yang menegangkan. Narkoba menghindari rasa sedih,
tertekan atau marah. Narkoba juga dijadikan cara
untuk meredakan rasa takut dan tidak percaya diri.
3. Menanggapi masalah sosial
Menggunakan narkoba menjadikan remaja
dianggap lebih jantan, dewasa, atau keren. Mereka
ingin diterima dan diakui oleh kelompok sebayanya.
Mereka ingin meniru apa yang dilakukan idola
mereka. Media massa juga sering menggambarkan
kebutuhan untuk merasa ‘hingh’sebagai bagian dari
gaya hidup dengan merokok, minum alkohol, dan
memakai narkoba.

F. Penutup

Kaidah pembentukan hukum shara’ ini oleh ulama
usul diambil berdasarkan penelitian terhadap hukum-
hukum shara’. Adapun yang menjadi tujuan umum bagi
shari’ dari pembetukan hukum adalah mewujudkan
kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan
daruriyyah (primer)nya, memenuhi kebutuhan hajiyah
(sekunder), serta kebutuhan tahsiniyyah (pelengkap)nya.
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